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HUTANG 65 MILIAR PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

BAKAL DIHAPUS 

 

Sumber Gambar:  
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1024x768.jpeg 

 

Isi Berita:  

JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Beban hutang Pemkab Karanganyar sebesar 

Rp 65 miliar bakal dihapusbukukan. Hutang itu dianggap mengganggu karena selalu 

muncul dan menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meski pun status 

pemeriksaan keuangan Karanganyar sudah wajar tanpa pengecualian (WTP). 

Hutang tersebut kembali mencuat setelah Bupati Karanganyar, Juliyatmono 

mengungkapkan persoalan tersebut dalam rapat Paripurna DPRD Karanganyar, Selasa 

(19/9). Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo menawarkan solusi 

agar dihapus saja dari catatan buku hutang. Karena berbagai pertimbangan yang membuat 

hutang tersebut sukar untuk ditagih. Sehingga, tak selalu muncul dalam catatan hutang 

setiap tahun dan mengganggu catatan keuangan. 

“Ya solusinya hutang itu dihapus. Penghapusbukuan itu dilakukan agar Pemkab 

Karanganyar terbebas dari piutang yang susah ditagih. Karena itu sebetulnya adalah 

piutang sisa masa lalu saat hutang masih ditangani pemerintah pusat,” jelas Bagus Selo. 

Untuk diketahui, hutang tersebut muncul saat penyerahan PBB perkotaan dan pedesaan, 

bersamaan itu pemerintah pusat membebankan piutang sebesar Rp 65 miliar agar ditagih 

sekalian ke wajib pajak. Termasuk di dalamnya pajak atas hak pengalihan tanah dan 

bangunan (BPHTB), pajak restoran, serta dana asuransi kepada anggota DPRD tahun 

1999 – 2004. 

Karena itu jika tidak dihapusbukukan, maka akan menjadi beban dan catatan BPK terus 

karena Pemkab harus menagihnya ke wajib pajak yang datanya sudah berubah. Sehingga 

jelas sulit tertagih, sebab banyak yang alamatnya berganti, pindah, atau sudah meninggal. 
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Menurut Kepala BKD, Kurniadi Maulato, penghapusbukuan itu tidak berbahaya. Sebab, 

itu sama sekali tidak menghapus beban wajib pajak. Ketika ada urusan administrasi yang 

berhubungan dengan pemerintah, dengan sendirinya hutang itu akan muncul, dan 

langsung ditagihkan ke wajib pajak pemilik terakhir obyek pajak itu. 

“Sebab yang paling dominan dari piutang itu sebesar 60 persen berkaitan dengan PBB. 

Lainnya campur antara BPHTB, pajak hotel dan restoran, pajak dan retribusi lainnya, 

termasuk dana asuransi untuk DPRD yang menghebohkan waktu itu. Karena itu sulit 

tertagih, maka dihapusbukukan,” terangnya. 

Disebutkan dia, sebetulnya sisanya itu tinggal Rp 19 miliar, lainnya sudah tertagih. 

Mekanisme penghapusbukuan tersebut, ada yang dihapusbukukan dengan cukup SK 

Bupati karena nilainya di bawah Rp 5 miliar. Sedangkan yang di atas 5 miliar harus 

dengan persetujuan Dewan 

 

Sumber Berita: 

1. https://jatengpos.co.id/gak-bahaya-ta-hutang-65-miliar-pemkab-karanganyar-bakal-

dihapus/arif/, “Gak Bahaya Ta? Hutang 65 Miliar Pemkab Karanganyar Bakal 

Dihapus”, tanggal 19 September 2023. 

2. https://www.smol.id/news/7110215539/dprd-setujui-penghapusbukuan-sisa-hutang-

pemkab-rp-65-miliar, “DPRD Setujui Penghapusbukuan Sisa Hutang Pemkab Rp 65 

Miliar”, tanggal 19 September 2023. 

 

Catatan : 

 Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

1. Pasal 1  

a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya 

disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, 

retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah 

kabupaten/kota terdiri atas: 

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

c)  Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 

d) Pajak Reklame; 

e) Pajak Air Tanah (PAT); 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  (MBLB); 

g) Pajak Sarang Burung Walet; 

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan 

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

 Berdasarkan artikel tersebut di atas, Beban hutang Pemkab Karanganyar sebesar Rp65 

miliar bakal dihapusbukukan. Hutang itu dianggap mengganggu. Penghapusbukuan 

itu dilakukan agar Pemkab Karanganyar terbebas dari piutang yang susah ditagih. 

Karena itu sebetulnya adalah piutang sisa masa lalu saat hutang masih ditangani 

pemerintah pusat. Mekanisme penghapusbukuan tersebut, ada yang dihapusbukukan 

dengan cukup SK Bupati karena nilainya di bawah Rp 5 miliar. Sedangkan yang di 

atas 5 miliar harus dengan persetujuan Dewan. 

 Terkait dengan pengahapusan piutang pajak diatur dalam  Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak 

dan Penetapan Besarnya Penghapusan. 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


